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GUBERNUJR LAMPUNG 
i 

PERATURAN GuBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 3'ITAHUN 2017 

! 
TENiANG 

PENOELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANOATANGANI
 
KEPUTUSAN DAN SURAT-SUrT 01 BlDANG KEPEGAWAIAN
 

OENGAN RAHMAT TtlHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa sehubungar; dengan telah ditetapkan Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dan 
Surat-surat dibidang Kepegawaian, dan dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur di bidang 
kepegawaian, perlu i adanya pendelegaelan wewenang dan 
pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat 
di bidang kepegawait; . 

b.	 bahwa untuk melaks~akanketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, delegasi kewenangan maka Peraturan Gubernur 
dimaksud perlu diganti;

! 
c.	 bahwa berdasarkan] pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b terselput di atas, perlu menetapkan kembali 
Peraturan Gubernuri tentang Pendelegasian Wewenang dan 
Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat 
di Bidang Kepegawai8,n; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Larnpung 
dengan mengubah lifndang-UndangNomor 25 Tahun 1954 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
menjadi Undang-UndFg; 

, 

2.	 Undang-Undang N090r 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sip~! 

Negara; I • 
3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimanajdiubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; . 

I
4.	 Undang-Undang Nom'or 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; , 

5.	 Peraturan Pemerin~ Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 
Pegawai Negeri Sipil; : 

6.	 Peraturan Pemerin~ Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2013; ,l 

\ 

I
 



·
 

,
 
7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah ' diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tabun 1990; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Forrnasi 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana te1ah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; . 

i 
9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai I
, 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan per,erintah Nomor 11 Tahun 2002; 

10.	 Peraturan Pemerinjah Nomor 99 T'ahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan perarran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 

11.	 Peraturan Pernerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelafhan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

12.	 Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 63 Tahun 2009; , 

13.	 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang pembentukar Produk Hukum Daerah; 

14.	 Peraturan Daerah I!'rovinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung; 

I 

MEMUrUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN GUBE~ TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG DAN PEMBERlAN KUASA MENANDATANGANI 
KEPUTUSAN DAN SURA'r·Sl1RAT DI BIDANG KEPEGAWAlAN. 

I 

BABI 

KETENTUAiN UMUM 
i 

Paisal1 

I 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: . 

1.	 Pejabat Pembina Kep~gaWaian Daerah Provinsi Lampung adalah 
Gubemur Lampung YFg selanjutnya disebut Gubemur. 

2.	 Pejabat Pendelegasi VI(ewenang adalah Gubemur Lampung. 

3.	 Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubei nur, 
I 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
I 

5.	 Badan Kepegawaian lDaerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. 

6.	 Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. 
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I 

7.	 Kepala Satuan Kerja adalah Ke~ala Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, 

I 
8.	 Pejabat yang diberi delegasi Iwewenang menetapkan pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhcntian iPegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk 
menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat struktural 
di lingkungan Pemerintah Provinsi :~ampung. 

9.	 Calon Pegawai Negeri Sipil yang ~ielanjutnya disingkat CPNS adalah Calon 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Provin~i Lampung. 

10.	 Pegawai Negeri Sipil yang selanjuthya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Provinsi Lampung. I 

11.	 Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dan 
Gubernur Lampung kepada pejaliat struktural di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan 
di bidang kepegawaian. I 

12.	 Pemberian kuasa adalah pemberi~ kuasa kepada pejaba.t struktural di 
lingkungan Pemerintah Provinsi ILampung atas nama Gubernur untuk 
menandatangani keputusan atau srratsurat di bidang kepegawaian. 

I 

BABII 
PENDELEGASIAN WEWENANG 

Pa~al2, 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Wakil Gubernur 
untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang 
kepegawaian sebagaimana dimaksud padt kolom 3 Lampiran I Peraturan ini. 

pa1al3 

Pejabat pendelegasi wewenang memberiklr kewenangan kepada Sekretaris Daerah 
untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang 
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lamj, iran I Peraturan ini, 

Pas~4 

Pejabat pendelegasi wewenang rnemberikan kewenangan kepada Kq:!i.;~. E ~1:!nr, 
Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mC~'15du£.A:<:'l.1, 
surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolorn 5 Lampiran 
I Peraturan ini. ' 

Pasal 5, 
I 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan
 
Kerja untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan aurat-surat di bidang
 
kepegawaian sebagaimana dimaksud padj kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
 

pasf6 

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpah~ oleh pejabat pendelegasi wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, bertindak atas nama 
jabatannya sendiri dan tidak atas nama p~jabat yang memberi kewenangan. 

I
 
I
 

I 
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ILUm 
PEMlmR~KUASA 

Pa 7 

Pejabat pendelegasi wewenang membe . kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk 
menandatangani keputusan dan ata:u surat-surat di bidang kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran II Peraturan ini. 

I 
PaW 8 

I 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di 
bidang kepegawaian sebagaimana dimakaud pada kolom 4 Lampiran II Peraturan 
ini. I 

Pa$al9 

Pejabat pendelegasi wewenang membe~kan kuasa kepada Kepala Satuan Kerja 
untuk menandatangani keputusan dan Iatau surat-surat di bidang kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada kolom 5 lalinpiran II Peraturan ini. 

Paslu 10 
I 

Pelaksanaan Pemberian Kuasa yang cUlimpahkan ok.h pejabat Pemberi Kuasa 
sebagaimana dimaksud dalam PaW 7, PaW 8, dan Pasal 9, bertindak atas nama 
jabatannya sendiri dan tidak atas nama I::ejabat yang memberi kuasa. 

BUN 
KETENTlJA~LAIR-LAIN 

Pasal 11 
! 

(I ) Kewenangan dan kuasa di bidang ~epegawaian yang tidak tercantum dalam 
Peraturan ini tetap menjadi kewenarigan Pejabat yang berwenang berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan yan~ berlaku. 

~'.) (2)	 Pejabat yang diberi kuasa untukl_~enandatangani keputusan dan atau 
surat-surat di bidang kepegawaian ~bagaimana dimaksud dalam Peraturan 
:tn~dak dapat melimpahkan kewetangan/kuasa dimaksud kepada Pejabat 

(3)	 Pendelegasian kewenangan dan pe berian kuasa yang telah diatur dalam 
Peraturan ini apabila bertentanganengan peraturan yang lebih tinggi, maka 
pelaksanaannya berpedoman kepadal aturan yang lebih tinggi tersebut. 

(4)	 Pejabat yang diberi wewenang dan iPejabat yang diberi kuasa sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan ini, 'wajib melaksanakan dan melaporkan 
pelaksanaannya paling lama 7 (tujuhi) hari secara tertulis kepada Gubemur. 

B~V

PENfTUP 
PasJ.I 12 

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka ~eraturan Gubemur Lampung Nomor 43 
Tahun 2014 tentang pendelegasianj Wewenang dan Pemberian Kuasa 
Menandatangani Keputusan dan SuratSurat Di Bidang Kepegawaian (Berita 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 jomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi, ! 

i 
i 
i 

, 
( 
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Pasal13 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Diundangkan di Telukbetung 
<>, pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH PROVI I LAMPUNG, 

Ir. TONO MM
 
Pemb na Utama Madya
 

NIP. 195 0728 198602 1 002
 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN NOMOR:
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PERATURAN GUBERNUR LAMPUNGLAMPfRANI 
NOMOR 31 TAHUN2017 
TANGGAL: 21 Jll11 2017

I 
KEW=~~ ~~:::GP:::~~l=~~~g~~i~VINSI } 

: 

NO GUBERNUR WAKIL SEKRETARlS KEPALA3KD 
KABID 

GUBERNUR DAERAH: BKD 

r 
1. Penetapan 

Pen an katan CPNS 
2. Penetapan 

Pengangkatan 
ePNS rneniadi I'NS 

3. Penetapan 
Pemindahan PNS 
a. Dari Provinsi 

Lampung ke 
Kabupaten/ Kota 
dalam Provinsi 
Lampung dan 
sebalikn a 

b. Antar Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah 
dilingkungan 
Pemerintah 
Provinsi 
Lam un 

c. Antar Antar Antar Kabupaten/Kota 
Kabupaten/Kota KabupatenlKotal dalam Provinsi Lampung 
dalam Provinsi dalam Provinsi bagi PNS Golongan I 
Lampung bag! Lampung bagi FiNS dan II 
PNS Golongan Golongan III : 
IV , 

4. Surat pengantar usul Surat pengantar usuI dan 
dan nota usul nota usul kenaikan 
kenaikan pangkat pangkat bagi PNS Gal. 
bagi PNS Gol. IVlc IVIb kebawah dl 
keatas di Lingkungan Lingkungan Pemerintah 
Pemerintah Provinsi Provinsi dan PNS Gol 
dan Kabupatenl Kota IV/a sid IVIb Kabupaten/ 

Kota 
5. Penetapan 

Penyesuaian Masa 
KerjaPNS 

Penetapan Penetapan Kenaikan 
Kenaikan Pangkat Pangkat bagi PNS yang 
bagi PNS y:!mg berpangkat Juru Tingkat 
berpanglcat I, I GolonganI/d ke bawah 
Pengatur Ml~\da 
Golongan II/a ~.d. 
Penata Tingkat i I 
GolonganIII/d : 

6. 

7. 

Penetapan Kenaikan 
Pangkat bagi PNS 
yang berpangkat 
Pembina Golongan 
IV/a ke atas 

Kenaikan Gaji 
BerkaJa PNS y4ns 
berpangkat ' 
Pembina U!at'na 
Muda Golongan 
IVlc ke atas I 

I 

Kenaikan Gajl Berkala 
PNS yang berpangkat 
GoIongan III/a s.d IVIb 

KC/laikan . 
G~ji ~·;.;;"b 

P'E~ "i;:';""3' 
berpangkat I 

Juru Tingkat 
I Golongan 
II/d ke 
bawah 



8. Menandatangani 
keputusan teutang 
Pemberianl ' 
pencabutan t,ugas 
belajar PNS yang 
mengikuti ! 
pendidikan ! di 
dalam negeri i dan 
luar negeri se elah 
mendapat 
persetujuan 
Gubemur 

f---;~,----------+-----+;-;--.,....,..--+'--1--;-;------;-,------,----~---- ­
9.

10. Menandatangani surat 
perintah untuk 
mengikuti Diklatpim 
TIel 

II. Menandatanganl'
Surat Tanda Ius 
Ujian Dinas dan 
Ujian Penyes aian 
KenaikanPan iat 

Menandatangani 
Keputusan tentang 
Pengangkatan, 
Pemindahan dan 
Pemberhentian PNS 
dalam dan dari 
Jabatan Struktural 
Ess.ll, 11l dan IV di 
Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung 

12. 

13.
 

14. Menandatangani 
Surat Perintah 
Pelaksana Togas (pIt) 
dan Surat Perintah 
Pelaksana Harlan 
(PIb) bazi Peiabat 

Menandatangani 
keputusan te,'tang 
Pemberian izin 
belajar PNS yang 
mengikuti proiP'am 
pendidikan S31 dan 
S2 setelah 
mendapat i 
persetujuan , 
Gubernur 

Menandatangan/ 
Salinan dan Petikan 
Keputusan tentang 
Pengangkatan, : 
Pemindahan :dan 
Pemberhentian fiNS 
dalam dan .dari 
Jabatan Struktural 
Ess.II, i di 
Lingkungan ' 
Pemerintah L 
ProvinsiLampurg 

Menandatangan) 
Keputusan teniang 
Penyesuaian i 
Jenjang I'brtan 
Fungsional idan 
Penandatanganah 
Penetapan Arigka 
Kredit (PAK) bagi 
Pejabat Fungsional 
Golongan IV: di 
Lingkungan : 
ProvinsiLampung 

Menandatangani 
Surat Perintah 
Pelaksana Tl~gas 
(pIt) dan Slu-at 
Perintah Peleksana 
Harlan (P1b) 'alti 

Menandatangani 
keputusan tentang 
Pemberian izin belajar 
PNS yang mengikuti 
program pendidikan SI 
kebawah setelah 
mendapat persetujuan 
Gubemur 

Menandatangani Salinan 
dan Pelikan Keputusan 
tentang Pengangkatan, 
Pemindahan dan 
Pemberhentian PNS dalam 
dan dari Jabatan Struktural 
Ess.,m IV di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung 

-Menandatengani Salinan 
dan Petikan Keputusan 
tentang Penyesuaian 
Jenjang Jabatan 
Fungsional 

-Menandatangar, i 
Keputusan tentang 
Penyesuaian Jenjang 
Jabfung dan Penetapan 
Angka Kredit \pAK) bagi 
Pejabat Fungsional Gal. 
(Ilia) sid (IIl/d) di 
Lingkungan Provinsi 
Lampung 

~1enMclata 

:lg;;ni. 
Salinan dan 
Pelikan 
Keputusan 
Kepala BKD 
Prov. 
Lampung 
tentang 
Penyesuaian 
Jenjang 
Jabfung di 
Lingkungan 
Provinsi 
Lampung 

-----------' 

I 
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15 

stroktural Eselon 11 
di Lingkungan 
Provinsi Lampung 

Penetapan keputusan 
bebas tugas dalam 
masa persiapan 
pensiun PNS yang 
berpangkat Pembina 
Gal. IVla ke atas 

16 

17. 

Penetapan keputusan 
pemberhentian 
dengan hormatltidak 
dengan hormat PNS 
KablKota yang 
berpangkat Pembina 
(IV/a) dan Pembina 
Tk.l (IV/h) 

Penetapan keputusan 
pemberhentian 
dengan hormatltidak 
dengan hormat PNS 
yang berpangkat 
Pembina (IV/a) dan 
Pembina Tk.l (IV/b) 

18. 

19. 

·Cuti diluar 
Tanggungan Negara 
bagi seluruh PNS 

Pemberian 
PNS: 
·Pejabat 
Madya 
Esselon 
Pejabat 
Utama 

cuti bagi 

Tinggi 
(Struktural 
I), dan 

Fungsional 

Pemberianl 
Penolakan izin 
perkawinan 
lebih dari 
seorang dan 
izln perceraian 
bagiPNS 
Pemberian 
Cuti bagi 
PNS: 
Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi 
Pratama 
(Struktural 
EsseIon II), 
berupa: 
- Cuti 

Tahunan 
- Cuti Besar 
- Cuti Sakit 
- Cuti 

Bersalin 
- Cuti karena 

Alasan 
Penting 

- Cuti diluar 
tanggungan 
Negara 
untuk 

Pejabat struktural 
Eselon 1II I di 
Lingkungan I 
Provinsi Lampijng 

Penetapan 
keputusan bebas 
tugas dalam (nasa 
persiapan per.siun 
PNS yang 
berpangkat P~nata 
Muda Gal. IIlIa sid 
Penata Tinsk1t I 
Gal. IIlId slljelah 
mendapat 
persetujuan 
Gubemur 

Penetapan ' 
keputusan I 
pemberhentian ; 
dengan 
hormatltidak I 

dengan hormat i"NS 
yang berpangkat 
Penata Muda (I/lla) 
sid Penata ITId 
(Ill/d) setelah 
mendapat i 
persetujuan 1 
Gubemur , 

Pemberian Cuti 
bagi PNS: 
Pejabat 
Administrator I 

(Struktural Esselon 
Ill) berupa : i 
- Cuti Tahunan I 
- Cuti Besar 

-	 Cuti Sakit J 
-	 Cuti Bersalin 
- Cut; k ena 

Alasan Pentln~ 

- Cuti diluar 
tanggungan l 
Negara w tuk 
persalinan tak 
ke-empat 

! 
I, 

Penetapan keputusan 
bebas tugas dalam masa 
persiapan pensiun PNS 
yang berpangkat 
Pengatur Tingkat I Gal. 
II/d kebawah setelah 
mendapat persetujuan 
Gubemur 

Penetapan keputusan 
pemberhentian dengan 
hormat/tidak dengan 
honnat PNS yang 
berpangkat Pengatur Tk.I 
(lI/d) kebawah setelah 
mendapat persetujuan 
Gubemur 

Pemberian Cuti bagi 
PNS: 
Pejabat Pengawas 
(Struktural Esselon IV) 
dan latau Pejabat 
Fungsional Gal. III dan 
IV berupa; 
- Cuti Tahunan 
• Cuti Besar 
- Cuti Sakit 
- Cuti Bersalin 
• Cuti karena 

Alasan Penting 
• Cuti	 diIuar 

Tanggungan Negara 
untuk persalinan anak 
ke-empat 

- Cuti sakit lebih dar! 14 
hari bagi JFU dan 
Pejabat Fungsional 
Gol II. 

-	 Cuti karena alasan 
penting untuk Ibadah 

(P1h) bagi Pejabat 
Struktural Eselon 
IV di 
Lingkungan 
Provinsi 
Lameuna 

Pejabat 
Pelaksana (JFU) 
dan atau pejabat 
Fungsional 
Golongan II 
berupa: 
- Cuti Tahunan 
- Cuti Sakit 1 

sid 14 hari 
- Cuti Bersalin 
- Cuti karena 

Alasan 
Penting 
(kecuali untuk 
keperluan 
ibadah 
keagamaan) 

- Cuti diluar 
tanggungan 
Negara untuk 
persalinan 
anak ke­
empat 
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persalinan 
anak ke­
ernpat 

Menandatangani 
surat usul 

20 

pemberian tanda 
penghargaan 
Satya Lencana 
Karya Satya 
(SLKS) 

21. Peugambilan 
sumpah dan janji 
CPNS 

hari bagi JFU dan 
Pejabat Fungsional 
Gol II. 

- Cuti karena aIasan 
penting untuk Thadah 
keagamaan bagi JFU 
dan Pejabat Fungsional 
Gol II. 

- Cuti Besar bagi JFU 
dan Pejabat Fungsional 
Gol. II 

Pengambilan sumpah 
danjanji CPNS 

tanggungan 
Negara untuk 
persalinan 
anak ke­
empat 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M.~ 
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to 

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : 31 TAHUN2017 
TANGGAL; 21 ,fall 2017 

I 

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPICGAWAlAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
DIBIDANG KEPEGAWAlAN YANG DlBERIKAN KUASA, 

KEPALA KABIDBKD
NO SEKRETARlS DAERAH SAlUAN 

KERJA 
~ALABKD 

1. 

2. 

Menandatangani salinan
petikan !~eputusan 

en an katan CPNS 
Menandatan~ani salinan dan 
petikan xeputusan tentang 
pengangkatan CPNS menjadi 
PNS ' 
Menandatanganl surat permintaan 
persetujuan alih tugas PNS dalam 

3. 

' ..- Pemerintah I Provinsi LamPUIl?;, 
antar Pemerintah Provinsi 
Lampung ke Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam Provinsi 
Lampung a.au sebaliknya, antar 
Kabupatenll:~ota dalam Provinsi 
Lampung,' antar Provinsi 
Lampung dan KabupatenIKota 
dalam Provinsi Lampung ke 
ProvinsiIKal?upatenIKota 
Provinsi laip dan Instansi Pusat 
atau sebalikn' a 

Menandatangani surat persetujuan alih 4. Menandatangani surat persetujuan
 
tugas PNS antar Provinsi Lampung
 alih tugas [>NS antar Provinsi
 
dan KabupatenIKota dalam Provinsi
 Lampung ~an KabupatenIKota
 

, Lampung ke ProvinsilKabupatenIKota
 dalam Protinsi Lampung ke
 
Provinsi lain dan Instansi Pusat atau
 Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi
 
sebaliknya untuk PNS dengan pangkat
 lain dan Instansi Pusat atau
 
Pembina Golongan IV ke alas
 sebaliknya /mtuk PNS dengan 

pangkat Penata Tingkat I 
Golon an mild ke bawah 
Menandatangani surat pengantar 
(usul) Penetapan Kartu Pegawail 
Kartu Istril F::artu Suami dan KPE 

5. 

Menandatangani usul Penyesuaian 
Masa Ke .a l'NS 

6. 

7. Menandatangani salinan dan Menandatangani 
petikan Kenaikan Pangkat bagi salinan dan 
PNS yang ~erpangkat Gol. IIIIa petikan 
sid IV/b Kenaikan 

Pangkat bagi 
PNS yang 
berpangkat C~1. 

II1d ke bawah 
Menandatangani salinan dan petikan Menandatan ani salinan dan
 
keputusan Gubemur tentang
 

8. 
petikan kj'putusan Gubemur
 

pengangkatanl pemberhentian dari
 tentang pengangkatan/
 
dalam Jabatan Struktural Esselon II
 pemberhentian dari dalam Jabatan
 
(JPTP) di lingkungan Pemerintah
 Struktural Esselon ill dan IV di
 
Provinsi Larnpung
 lingkunganPemerintah Provinsi 

Lam un 
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Provinsi Lampung 

Menandatangani surat (pengantar) usul 
pemberhentianJpensiun PNS yang 
berpangkat Pembina Tk.I (IV/b) ke 
atas (kecuali JPT Madya Pratama dan 
Jabatan Fungsional Keahlian Utama) 

9. 

10. 

Iingkungan Pemerintah Provinsi
 
Lampung
 
Menandatangani surat (pengantar)
 
usul pemberhentianJ pensiun PNS
 
yang berpangkat Pembina (IV/a)
 
s/d Juru Muda (l/a)
 

Rekomendasi Pengembalian Dana
 
Taperum bagi PNS yang sudah
 
tidak aktif
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 


